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PUTUSAN 

Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Dbs 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Agama Dabo Singkep yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

PENGGUGAT , NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Dabo Singkep, 10 

Februari 2001, agama Islam, pekerjaan 

Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, 

tempat kediaman di Kabupaten Lingga, Provinsi 

Kepulauan Riau, dan alamat domisili elektronik 

pada e-mail: XXX sebagai Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT , NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Dabo Singkep, 22 

Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan Buruh 

Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat 

kediaman di Kabupaten Lingga, Provinsi 

Kepulauan Riau, sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat; 

 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 

Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dabo Singkep 

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 37/Pdt.G/2023/PA.Dbs, 

mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang 

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

SALINAN 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 04 Juni 

2020, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, 

tertanggal 04 Juni 2020; 

2. Bahwa, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka yang 

menikah atas dasar suka sama suka; 

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di 

rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXX selama lebih kurang 2 

tahun 7 bulan dan menjadi tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat; 

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah hidup rukun dan 

harmonis sebagai suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri 

(ba’da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama; 

ANAK, (Laki-laki) Lahir di Dabo Singkep, 28 September 2020, umur 2 tahun 

3 bulan dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat; 

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan 

harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 kehidupan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut: 

 5.1 Tergugat yang berselingkuh dengan Wanita lain yang Bernama WIL 

dan Tergugat mengakuinya, Tergugat juga telah mengatakan “Aku 

ceraikan kau” di hadapan Penggugat dan keluarga Tergugat; 

6. Bahwa, sejak tanggal 23 Desember tahun 2022 antara Penggugat dan 

Tergugat telah berpisah tempat tinggal Selama lebih kurang 3 Minggu, 

Penggugat Kembali kerumah orang tuanya; 

7. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat 

tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan hanya sekal i 

memberikan uang untuk anak dari Penggugat dan Tergugat; 

8. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat  dengan Tergugat  sudah tidak 

dapat dibina dengan baik karena tujuan perkawinan untuk membentuk 

rumah tangga yang WIL, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk 

diwujudkan. Oleh karena itu agar masing-masing pihak tidak melanggar 

norma hukum dan norma agama maka Penggugat memilih perceraian 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2023/PA.Dbs 

sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara 

Penggugat dengan Tergugat; 

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: XXX;   

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepda 

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai 

berikut: 

Primer 
 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; 

Subsider: 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono); 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan 

Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang 

pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah; 

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat 

untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ogna Alif 

Utama, S.H.) tanggal 27 Februari 2023, ternyata mediasi hanya berhasil 

sebagian; 

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha 

mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah 

tangga, namun tidak berhasil; 

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup 

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang 

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan 

jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil 

dalam surat gugatan Penggugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut: 

A. Surat 

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor XXX Tanggal 

04 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan 

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian 

diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim; 

B. Saksi 

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, 

bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah 

sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut: 

− Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 

ayah kandung Penggugat;  

− Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri 2 

tahun yang lalu;  

− Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah orang tua Tergugat dan menjadi tempat tinggal terakhir 

Penggugat dan Tergugat;  

− Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang 

dalam asuhan Penggugat;  

− Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya 

berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak 

harmonis lagi karena Pengugat dan Tergugat sering bertengkat dan 

berkelahi dan Tergugat selingkuh dengan seorang wanita yang berasal 

dari Malaysia, kenal di Pulau Batam namun saksi tidak mengenal wan ita 

tersebut;  

− Bahwa saksi mengetahuikarena saksi diberitahu oleh Pengggugat, 

tentang peristiwa tersebut;  

− Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 

bulan yang lalu;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2023/PA.Dbs 

− Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat atas 

kehendak sendiri;  

− Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat 

juga tinggal bersama orang tuanya;  

− Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah 

lagi berkomunikasi;  

− Bahwa pernah diusahakan oleh saksi kepaqda Penggugat, namun tidak 

berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;  

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu 

rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan 

Ria, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut: 

− Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah 

ibu kandung Penggugat;  

− Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri 

sejak 2 tahun yang lalu;  

− Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di 

rumah orang tua Tergugat dan menjadi tempat tinggal terakhir 

Penggugat dan Tergugat;  

− Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang 

berada dalam asuhan Penggugat 

− Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya 

berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak 

harmonis lagi karena Pengugat dan Tergugat sering bertengkat dan 

berkelahi dan Tergugat selingkuh dengan seorang wanita yang berasal 

dari Malaysia, kenal di Pulau Batam namun saksi tidak mengenal wanita 

tersebut;  

− Bahwa saksi mengetahuikarena saksi diberitahu oleh Penggugat, 

tentang peristiwa tersebut dan saksi pernah melihat poto Tergugat lagi 

berduaan dengan wanita lain di hp Penggugat dan juga pernah melihat 

bekas merah-merah di pipi dan rambut Penggugat acak-acakan selesai 

bertengkar dan berkelahi, namun saksi tidak melihat pertengkaran dan 

perkelahian tersebut;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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− Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 

bulan yang lalu;  

− Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat atas 

kehendak sendiri;  

− Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat 

juga tinggal bersama di rumah orang tuanya;  

− Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah 

lagi berkomunikasi;  

− Bahwa pernah diusahakan oleh saksi dan ibu kandung Tergugat kepada 

Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun 

lagi;  

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan 

Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan; 

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan 

tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan; 

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apa 

pun; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kumulasi perceraian 

antara warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam, maka 

berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan 

Agama; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat telah disampaikan 

dengan resmi dan patut secara elektronik (e-Summons) melalui alamat domisili 

elektronik Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai pemanggilan tersebut 

telah sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di 

Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis 

Administrasi Pekara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di 

Pengadilan Secara Elektronik; 

Menimbang, bahwa Penggugat beralamat di Kabupaten Lingga, 

Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama 

Dabo Singkep, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan 

Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Dabo 

Singkep berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a 

quo; 

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan 

untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses 

mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut 

berhasil sebagian dengan hasil mengenai hak asuh anak dalam asuhan 

Penggugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan 

(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan; 

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan a 

quo adalah untuk menjatuhkan talak satu ba’in shugro Tergugat kepada 

Penggugat dengan alasan sebagaimana dalam surat gugatan; 

Disclaimer
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Menimbang, Bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan 

atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus, 

maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu 

mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk 

memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari 

pertengkaran antara suami dan istri; 

Menimbang, Bahwa prinsip utama dalam pembuktian adalah siapa 

yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian yang 

ditetapkan menurut keadaan yang patut (billijkheid) yaitu relevan alat-alat bukti 

dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para 

pihak, hal mana diatur dalam Pasal 283 RBG (Reglement Buiten Govesten), 

yang berbunyi sebagai berikut: 

“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan 

untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus 

membuktikan hak atau keadaan itu” 

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari 

Tergugat pada agenda jawab jinawab, akan tetapi karena perkara ini 

menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya 

kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan pula untuk 

memastikan gugatan cerai Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka 

sesuai dengan maksud bunyi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 

tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat dibebankan untuk 

membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang 

didalilkan oleh Penggugat; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan alat bukti surat kode (P) dan 2 orang saksi dengan 
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pertimbangan sebagai berikut:  

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa alat bukti surat kode (P) yang 

berupa fotokopi telah bermeterai dan telah sesuai dengan aslinya, Hakim 

menilai bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti autentik 

sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdata jo. Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; 

Menimbang, bahwa bukti surat (P) menerangkan bahwa Penggugat dan 

Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Juni 2020 dan pernikahan tersebut 

secara Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, relevan 

dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Hakim 

menilai bukti (P) telah memenuhi syarat materiil alat bukti serta mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan 

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah 

pada tanggal 5 Juni 2020, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa 2 (dua) orang saksi yang 

dihadirkan oleh Penggugat yaitu SAKSI I dan SAKSI II sebagaimana dalam 

duduk perkara, keduanya merupakan orang yang tidak terhalang menjadi saksi 

dan telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah di depan persidangan 

secara terpisah tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi pada pokoknya 

menerangkan bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang 

diakibatkan karena Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita 

berkebangsaan Malaysia bernama WIL dan beberapa kali bertemu di Batam 

tanpa sepngetahuan Penggugat. Kesaksian tersebut saling bersesuaian dan 

relevan dengan pokok perkara, oleh karenanya Hakim menilai kesaksian 

keduanya telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi 

sebagaimana yang dimaksud Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan 
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Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti (P) dan 

keterangan kedua orang saksi tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta 

hukum sebagai berikut: 

1.  Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang 

telah menikah pada tanggal 4 Juni 2020 secara Islam dan telah tercatat di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi 

Kepulauan Riau; 

2.  Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya 

suami isteri (ba’da dukhul) dan telah memiliki seorang anak; 

3.  Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar diakibatkan Tergugat 

berselingkuh dengan wanita berkebangsaan Malaysia bernama WIL dan 

beberapa kali Tergugat menemui WIL di Batam tanpa sepengetahuan 

Penggugat; 

4.  Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak sebulan 

terakhir dan yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat; 

5.  Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan 

Tergugat namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa tujuan utama dalam rumah tangga adalah membentuk 

keluarga yang WIL mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki 

dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut; 

نۡ ۡۡأنَۡ ۡۦٓتِهِۡيَۡ ءَاۡۡوَمِنۡ  إلِيَۡ كنُوُٓۡاۡل تِسَۡ جۡ وَۡ أزَۡ ۡۡأنَفسُِكمُۡ ۡخَلقََۡلكَمُۡم ِ وَدَّةۡ هَاۡوَجَعَلَۡبيَۡ اْۡ ۡۡۡۡمَة ۡ وَرَحۡ ۡۡنكَمُۡمَّ إنَِّ

٢١يتََفكََّرُونَۡۡۡمۡ ل ِقوَ ۡۡۡتۡ يَۡ لِكَۡلَٓۡفيِۡذَۡ    

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa 

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”; 

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk 

memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat 

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di 
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atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi 

mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan 

batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dan maksud bunyi Pasal 65 

dan 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati 

Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karenanya 

Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 

pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sehingga tujuan untuk 

membentuk rumah tangga yang WIL (bahagia), mawaddah (tentram) dan 

rahmah (penuh kasih sayang) sulit untuk terwujud. Sebagaimana yang 

dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang 

pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa” dan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: ”Perkawinan bertujuan untuk 

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang WIL, mawaddah, dan rahmah”, 

serta firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Ruum (30) ayat 21 di atas; 

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan 

pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II 

halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi: 

فإذاۡثبتتۡدعواهاۡلدىۡالقاضيۡببينةۡالزوجةۡاواعترافۡالزوجۡوكانۡالإۡيذاءۡمماۡلاۡۡ

بينۡامثالهماۡوعجزۡالقاضيۡعنۡالإصلاحۡبينهماۡطلقهاۡطلقةۡۡ يطاقۡمعهۡدوامۡالعشرةۡ

 .باۡئنة
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Artinya:“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau 

karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak 

dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, 

dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh 

dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya” . 

Menimbang, berdasarkan norma hukum Islam yang terkandung dalam 

Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 berbunyi; 

أنۡللزوجةۡأنۡتطلبۡمنۡالقاضيۡالتفريقۡإذاۡادعتۡإضرارۡالزوجۡبهاۡإضراراۡلاۡ

بينۡأمثالها  يستطاعۡمعهۡدوامۡالعشرةۡ

Artinya: “bahwa istri boleh menuntut talak kepada Hakim apabila dia mengaku 

selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga 

hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami 

istri antara mereka berdua”; 

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan 

oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Kompilasi 

Hukum Islam yang berbunyi: 

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: 

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga;” 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan 

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Instruksi 

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka cukup 

beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat 

terhadap Penggugat, sehingga bekas suami (Tergugat) tidak boleh rujuk 

dengan bekas isterinya (Penggugat) kecuali dengan akad nikah baru meskipun 

dalam masa iddah; 
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang 

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 

MENGADILI: 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;        

2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT);    

3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara dan 

membebankan biaya perkara ini kepada kepada negara 

melalui DIPA Pengadilan Agama Dabo Singkep tahun 2023.  

 

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Ogna Alif Utama, 

S.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam 

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Ridwan, S.H., 

M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya 

Tergugat. 

 

Hakim, 

 

 

Ogna Alif Utama, S.H. 

Panitera, 

 

 

Ridwan, S.H., M.H. 

 

Perincian biaya: 
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.37/Pdt.G/2023/PA.Dbs 

-  Pendaftaran : Rp 0,00 

-  Proses : Rp 0,00 

-  Panggilan : Rp 0,00 

-  PNBP : Rp 0,00 

-  Redaksi : Rp 0,00 

-  Meterai : Rp 0,00 

J u m l a h : Rp 0,00 

(nol rupiah). 
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